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PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Lampiran     : Kuesioner penelitian

Perihal         : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu   : 
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Account Representative


Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Bandung Karees

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi program S-1 di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pengenaan Sanksi Perpajakan Terhadap Meminimalisasikan Tindakan Tax Evasion, maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti :

Nama


:  Wanda. Latuperissa
NIM
:  21104121
Program studi/Fakultas  
: Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini, kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat ini peneliti sampaikan beserta kuesionernya. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

         Wanda. Latuperissa

IDENTITAS RESPONDEN
a. Nama Responden
:………………………………(Boleh Diisi atau tidak)

b. Nomor Responden
:………………………………(Diisi oleh peneliti)

c. Umur


:……………………..Tahun

d. Jenis Kelamin

:Laki-laki/Perempuan *)
e. Jabatan


:………………………

f. Lama Bekerja

:………………………Tahun

g. Pendidikan Terakhir
:………………………………

*) Coret Yang Tidak Perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh persepi wajib pajak orang pribadi atas pengenaan sanksi perpajakan terhadap tax evaion. Mohon Bapak Berilah tanda silang (×) pada kotak jawaban yang dianggap tepat

DAFTAR KUESIONER UNTUK VARIABEL X

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS 

PENGENAAN SANKSI PERPAJAKAN

A. SANKSI DENDA
Adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan

1. Menurut bapak/Ibu, Dengan adanya sanksi sebesar Rp 100.000 untuk SPT Wajib Pajak orang pribadi serta Rp 1.000.000 untuk SPT Badan dan sanksi administrasi sebesar 2% bagi pengusaha/pengusaha kena pajak dari dasar pengenaan pajak, merupakan hukuman yang memberatkan anda
a. Sangat setuju, karena dengan adanya sanksi tersebut maka akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak 
b. Setuju, karena sanksi merupakan peraturan perundang-perundang
Perpajakan

c. Kadang-kadang, karena dengan adanya sanksi pun masih adanya 
Tindakan/perbuatan yang melanggar KUP 

d. Tidak setuju, karena itu semua tergantung dari Wajib Pajak yang merasa diberatkan/tidak memberatkan
e. Sangat tidak setuju, karena dalam pengenaan sanksi tidak dilihat kesanggupan/ tidaknya wajib pajak dalam membayar sanksinya 

2. Menurut Bapak /Ibu, Apabila terjadi keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terhutangnya maka tidak akan dikenakan denda yang berlaku

a. Sangat setuju, karena dalam pelaporan dan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak perlu membayar denda beserta dengan pajak terhutangnnya
b. Setuju, karena tidak adanya pemberitahuan dari aparat pajak 

Apabila batas pelaporan dan pembayaran pajak hampir selesai  
c. Kadang-kadang, kurangnya perhatian khusus dari Wajib Pajak 

dalam melapor dan membayar pajak terhutangnya 
d. Tidak setuju, karena pemberian denda merupakan hukuman/sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya
e. Sangat tidak setuju, karena ancaman pemberian denda bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajibannya terdapat dalam KUP
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah tindakan penyidikan serta penghentian penyidikan dapat meloloskan Wajib Pajak dari pembayaran sanksi administrasi beserta dengan jumlah pajak yang kurang bayar
a. Sangat setuju, karena tindakan penyidikan serta penghentian penyidikan, Wajib Pajak diberikan kelonggaran untuk tidak dikenakan sanksi 
b. Setuju, karena dalam tindakan tersebut tidak diatur dalam KUP 

Yang berlaku 
c. Kadang-kadang, karena adapun Wajib Pajak yang meloloskan 

diri dari pembayaran sanksinya walaupun telah dilakukan tindakan penyidikan 
d. Tidak setuju, karena pada saat dilakukan tindakan penyidikan Wajib Pajak masih harus membayar sanksinya beserta dengan jumlah pajak yang kurang bayar
e. Sangat tidak setuju, karena telah diatur dalm KUP
4. Menurut Bapak/Ibu, Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pajak ditemukan Wajib Pajak membayar jumlah pajak terhutangnya kurang bayar, sehingga akan dikenakan sanksi beserta dengan jumlah pajak yang kurang bayar

a. Sangat setuju, karena dalam hasil pemeriksaan terdapat jumlah pajak yang kurang bayar sehingga perlu dikenakan sanksi
b. Setuju, karena itu merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 
Oleh Wajib Pajak

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak salah melakukan pengisian 

SPTsehingga terjadi selisih jumlah pajak yang kurang bayar
d. Tidak setuju, karena pada saat pemeriksaan Wajib Pajak tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan tersebut sehingga tidak tahu dimana selisih jumlah pajak yang kurang bayar
e. Sangat tidak setuju, karena pembayarn sanksi administrasi ditambah dengan jumlah pajak yang kurang bayar tidak termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak
B. SANKSI BUNGA
Adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak

5. Menurut Bapak/Ibu, Hal pembetulan SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
a. Sangat setuju, karena dalam pembetulan SPT Wajib Pajak harus dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 
b. Setuju, karena telah diatur dalam KUP yang berlaku mengenai 
Pembetulan SPT

c. Kadang-kadang, kurangnya ketelitian dalam pengisian SPT 

sehingga dilakukannya pembetulan SPT
d. Tidak setuju, karena dalam pengisian SPT sudah ada buku panduan sehingga tidak perlu dilakukannya pembetulan SPT
e. Sangat tidak setuju, karena dalm hal pembetulan SPT Wajib Pajak dihapuskan dalam pengenaan sanksi administrasi
6. Menurut bapak /ibu, Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees dalam pengisian SPT tidak benar dan tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan

a. Sangat setuju, karena petunjuk yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam pengisian SPT kurang dipahami oleh Wajib Pajak
b. Setuju, karena pada saat pengisian SPT Wajib Pajak tidak 
Diberitahukan petunjuk pengisian SPT dengan benar

c. Kadang-kadang, kurangnya sosialisasi petunjuk pengisian SPT yang benar
d. Tidak setuju, karena KPP Pratama Bandung Kareess telah memberikan petunjuk pengisian SPT dengan benar
e. Sangat tidak setuju, karena telah diberikan buku panduan cara-cara pengisian SPT dengan benar dan sesuai dengan KUP yang berlaku 
7. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pembayaran pajak atau penyetoran pajak udah dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, dan dalam hal penundaan pembayaran pajak juga akan dikenakan sanksi

a. Sangat setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak dikenakan sanksi 
b. Setuju, karena batas waktu pembayaran/penyetoran pajak telah
Diatur dalam KUP untuk semua masa pajak

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak lupa dalam pembayaran/

penyetoran pajaknya
d. Tidak setuju, karena dalam pembayaran/penyetoran pajak tidak diberitahukan batas waktu pembayaran pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP yang berlaku
8. Menurut Bapak/Ibu, pembayaran pajak terutang sesudah tanggal jatuh tempo ataupun penundaan pembayaran pajak tidak dikenakkan sanksi yang berlebihan

a. Sangat setuju, karena dalam hal pembayaran pajak sesudah tanggal jatuh tempo tidak dikenakan sanksi yang berlaku
b. Setuju, karena pembayaran pajak merupakan kewajiban dari 
Wajib Pajak

c. Kadang-kadang, kealpaan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan
d. Tidak setuju, karena pembayaran pajak sesudah tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan hukuman/sanksi bagi Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, karena penundaan pembayaran pajak merupakan salah satu tindakan Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan KUP
9. Menurut Bapak/Ibu, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi sebesar 2%

a. Sangat setuju, karena besarnya jumlah kekurangan pajak akan diterbitkannya SKPKB dan STP beserta dengan sanksi administrasi
b. Setuju, karena penerbitan SKPKB dan STP merupakan salah 

Satu tindakan aparat pajak dalam pengurangan WP yang tidak 

Memenuhi kewajibannya 

c. Kadang-kadang, adanya kesalahpahaman antara Wajib Pajak 

dan Fiskus dalam pembayaran jumlah kekurangan pajak yang terutang
d. Tidak setuju, karena besarnya sanksi tersebut tidak sesuai dengan KUP yang berlaku
e. Sangat tidak setuju, karena penerbitan SKPKB dan STP tidak termasuk dalam Surat Ketetapan Pajak
10. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan kekurangan pajak yang terutang tidak perlu diterbitkannya SKPKB dan STP ditambah dengan sanki administrasi sebesar 2% perbulan

a. Sangat setuju, karena penerbitan SKPKB dan STP tidak perlu
Diterbitkan pada saat terjadinya kekurangan dalam pembayaran 

pajak

b. Setuju, karena bukan merupakan salah satu penentuan dalam

KUP yang berlaku
c. Kadang-kadang, tidak adanya penaganan yang khusus dari Wajib Pajak untuk menyingkapi penerbitan SKPKB dan STP
d. Tidak setuju, karena dalm penerbitan SKPKB dan STP untuk Wajib Pajak yang kurang bayar pajak terhutangnya
e. Sangat tidak setuju, karena hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
11. Menurut Bapak/Ibu, pada saat jangka waktu 5 tahun lewat untuk SKPKB dan SKPKBT akan dikenakkan sanksi administrasi sebesar 48% dari jumlah  pajak yang tidak atau kurang dibayar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
a. Sangat setuju, karena dalam jangka waktu 5 tahun lewat maka akan diterbitkan SKPKB dan SKPKBT ditambah dengan sanksi sebesar 48%
b. Setuju, karena besarnya sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar sudah diatur dalam KUP
c. Kadang-kadang, besarnya sanksi administrasi tidak 
Mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan hal-hal yang tidak 

Sesuai dengan KUP

d. Tidak setuju, karena dalam hal ini aparat pajak tidak berhak untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT pada Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP
12. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT tidak ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

a. Sangat setuju, karena tidak perlu adanya sanksi sebesar 48% untuk penerbitan SKPKB dan SKPKBT
b. Setuju, karena penetapan SKPKB dan SKPKBT tidak 
Diberitahukan kepada wajib pajak terlebih dahulu

c. Kadang-kadang, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalm pengisian dan pelaporan SPT
d. Tidak setuju, karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 48% merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dipenuhi
e. Sangat tidak setuju, karena ketentuan sanksi administrasi sebesar 48% sesuai dengan KUP yang berlaku
13. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa pajak, memberatkan anda

a. Sangat setuju, karena walaupun sanksi tersebut tidak terlalu besar tetapi dapat memberatkan Wajib Pajak apabila jumlah pajak terhutangnya besar
b. Setuju, karena ketentuan tersebut telah diatur dalam KUP
c. Kadang-kadang, pengenaan sanksi tersebut tidak selalu
Memberatkan Wajib Pajak

d. Tidak setuju, karena tergantung pada Wajib Pajaknya sendiri apakah tidakannya dapat dijatuhkan hukuman/sanksi
e. Sangat tidak setuju, karena tidak semua masa pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
14. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak akan  mengurangi  jumlah  pajak  yang harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar 
a. Sangat setuju, karena penerbitan SKP dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
b. Setuju, karena pada saat jatuh tempo pelunasan tidak/kurang 

Bayar maka akan diterbitkannya SKP
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak lupa membayar pajaknya padahal 
Sudah tanggal jatuh tempo

d. Tidak setuju, karena bukan mengurangi jumlah pajak tetapi menambah jumlah pajak yang harus dibayar
e. Sangat tidak setuju, karena dengan penerbitan SKP maka akan menambah beban Wajib Pajak dalam pengenaan sanksi
15. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dalam penyampaian SPT anda sering mengalami penundaan dalam penyampain SPT

a. Sangat setuju, karena Wajib Pajak selalu melakukan penundaan dalam penyampaian SPT dan tidak mengalami kendal yang berarti
b. Setuju, karena Wajib Pajak bisa melakukan penundaan dalam 
Penyampaian SPT

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak masih menggunakan cara 

manual dalm penyampaian SPT
d. Tidak setuju, karena penundaan dalam penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi
e. Sangat tidak setuju, karena penundaan dalam penyampaian SPT tidak mencerminkan Wajib Pajak yang patuh
16. Menurut Bapak/Ibu, Dengan diperbolehkannya penundaan penyampaian SPT dan ternyata dalam perhitungannya terdapat kekurangan pembayaran pajak, apakah dalam hal ini akan dikenakan sanksi sebesar 2%
a. Sangat setuju, karena kekurangan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi sebesar 2%
b. Setuju, karena diperbolehkannya penundaan penyampaian SPT
Apabila tidak terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak selalu melakukan penundaan 

dalam pembayaran pajak
d. Tidak setuju, karena penundaan dalam penyampaian SPT tidak tercantum dalam KUP
e. Sangat tidak setuju, karena tidak perlu dikenakannya sanksi sebesar 2% untuk kekurangan pembayaran pajak
C. SANKSI KENAIKKAN
Adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikkan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material

17. Menurut Bapak/Ibu, Pada saat pemeriksaan Wajib Pajak terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutangnya maka akan diterbitkannya SKPKBT dan SKPKB serta ditambah dengan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak, apakah memberatkan anda
a. Sangat setuju, karena pengenaan sanksi sebesar 100% memberatkan/tidak memberatkan tergantung Wajib Pajak yang menyingkapinya 
b. Setuju, karena pengenaan sanksi yang berat ini dapat membuat 
Efek jera bagi Wajib Pajak yang terdeteksi adanya kekurangan 

Jumlah pajak

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak dan Fiskus terjadi kesalahpahaman dalam melakukan pemeriksaan 
d. Tidak setuju, karena pengenaan sanksi tersebut terlalu besar untuk Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, karena penerbitan SKPKBT dan SKPKB tidak ditentukan dalam KUP yang berlaku
18. Menurut Bapak/Ibu, diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT, maka Wajib Pajak tidak menambah sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak

a. Sangat setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100% tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang jumlah pajaknya kurang bayar
b. Setuju, karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT tidak untuk pengurangan jumlah pajak
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan yang 
berlaku

d. Tidak setuju, karena Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sanksinya sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak
e. Sangat tidak setuju, karena penambahan sanksi sebesar 100% merupakan salah satu alternatif Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya
19. Menurut Bapak/Ibu, Jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran maka Wajib Pajak akan dikenakkan sanksi dengan ketentuan yang berlaku
a. Sangat setuju, karena dalam pengisian SPT yang tidak benar, maka Wajib Pajak telah menutup-nutupi kecurangan dalam pembayaran pajak terhutangnya
b. Setuju, karena pengisian SPT dengan benar dan lengkap telah 
Membantu aparat pajak dalam menanggulangi Wajib Pajak yang 

Ingin meloloskan diri dari pembayaran pajak

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak memahami petunjuk dalam pengisian SPT
d. Tidak setuju, karena apabila terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT maka aparat pajakalah yang akan dikenakan sanksi
e. Sangat tidak setuju, karena dalam pengisian SPT yang tidak benar merupakan kecerobohan aparat pajak dalam memonotoring Wajib Pajak
20.   Menurut Bapak/Ibu, Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees dalam pengisian terdapat ketidakbenaran dan ketidaksesuain dengan petunjuk yang telah diberikan

a. Sangat setuju, tidak terdapatnya Wajib Pajak yang melakkukan pengisian SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai petunjuk yang telah diberikan
b. Setuju, karena Wajib Pajak telah memahami dan mengerti
Akan ketentuan dalam pengisian SPT

c. Kadang-kadang, ada Wajib Pajak yang melakukan kesalahan
Dalam pengisian SPT karena kealpaannya

d. Tidak setuju, karena masih adanya Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan petunjuk yang ada
e. Sangat tidak setuju, karena adapun Wajib Pajak yang masih ingin meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak
D. SANKSI PIDANA
Adalah sanksi yang berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara bagi Wajib Pajak

21. Menurut Bapak/Ibu, Apakah dengan adanya sanksi pidana akan menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

a. Sangat setuju, ancaman/sanksi pidana sangat berat bagi Wajib Pajak karena dapat dijatuhkan hukuman penjara/kurungan bagi Wajib Pajak
b. Setuju, karena hukuman/sanksi yang akan diberikan sesuai 
Dengan tindakan yang yang dilakukannya

c. Kadang-kadang, ancaman/sanksi pidana dapat digantikan dengan 
Sanksi denda atau bunga

d. Tidak setuju, karena dengan dijatuhkan sanksi pidana pun masih banyak Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajibannya sebagai wajib pajak 
e. Sangat tidak setuju, karena tidak perlu dikenakan sanksi pidana
22. Menurut Bapak/Ibu, Dengan adanya sanksi pidana akan menambah presentase tindakan Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak

a. Sangat setuju, karena dengan adanya sanksi pidana pun tidak membuat efek jera bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyelundupan pajak
b. Setuju, karena Wajib Pajak bisa menutupi setiap tindakannya dalam menyelundupkan pajak
c. Kadang-kadang, antara Wajib Pajak dan aparat pajak seringkali
Melakukan kerjasama untuk menutupi perbuatannya 

d. Tidak setuju, malah dengan adanya sanksi ini akan mengurangi 
Tingkat penyelundupan pajak

e. Sangat tidak setuju, karena tergantung dari sudut mana menyingkapi sanksi tersebut
DAFTAR KUESIONER UNTUK VARIABEL Y
TAX EVASION
A. Tidak Dapat Memenuhi Pengisian SPT Tepat Waktunya
1. Menurut Bapak/Ibu, Dengan adanya pemeriksaan maka Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Wajib Pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangnan yang benar
a. Sangat setuju, karena Wajib Pajak sudah tahu cara penghitungan dan pengisian yang benar
b. Setuju, karena itu adalah tujuan pemeriksaan
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak tidak yakin karena pengisian yang 
Benar diberitahukan oleh aparat pajak

d. Tidak setuju, karena itu semua tergantung dari Wajib Pajaknya juga
e. Sangat tidak setuju, pengisian SPT itu sudah ada buku panduannya jadi pasti tidak perlu diadakannya pemeriksaan
2. Menurut Bapak/Ibu, Apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian SPT, maka Wajib Pajak tidak akan dikenakkan denda yang berlaku

a. Sangat setuju, karena dalam keterlambatan pengnisian SPT Wajib Pajak tidak akan dikenakan denda yang berlaku
b. Setuju, karena pengenaan denda bukan saja keterlambatan pengisian SPT 
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak terlalu fokus dalam pekerjaannya
Sehingga terlambat dalam pengisian SPT

d. Tidak setuju, Karena Wajib Pajak akan dikenakan denda 

apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian SPT
e. Sangat tidak setuju, karena keterlambatan dalam pengisian SPT merupakan penyalahgunaan kewajiban dari Wajib Pajak 

B. Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar
3. Menurut Bapak/Ibu, Kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar

a. Sangat setuju, karena kewajibabn Wajib Pajak adalah 


melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 


pajak dengan lengkap dan benar
b. Setuju, karena pelaporan dan pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam penghitungan jumlah pajak dengan lengkap dan benar akan mempermudah dalam pemeriksaan pajak
c. Kadang-kadang, kearsipan data-data tidak lengkap dan benar
d. Tidak setuju, karena pertanggungjawaban dalam pelaporan pajak secara lengkap dan benar bukan saja kewajiban dari Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, karena penghitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar tidak mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak 
4. Menurut Bapak/Ibu, Dengan tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar tidak dikenakkan denda yang berlaku

a. Sangat setuju, karena tidak akan dikenakan denda apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak
b. Setuju, karena pengenaan denda bukan saja kepada Wajib Pajak
Yang tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan pajak

Secara lengkap dan benar

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi
d. Tidak setuju, karena pelaporan dan penghitungan jumlah pajak bukan ketentuan perpajakan
e. Sangat tidak setuju, karena tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan jumlah pajak tidak dikenakan denda
C. Tidak Dapat Memenuhi Pembayaran Pajak Tepat Pada Waktunya
5. Menurut Bapak/Ibu, Dengan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh
a. Sangat setuju, karena Wajib Pajak patuh yaitu yang memenuhi kewajiban perpajakan 
b. Setuju, karena akan dikenakan denda
c. Kadang-kadang, tergantung dari Wajib Pajak yang 


menyingkapinya
d. Tidak setuju, karena tidak semua Wajib Pajak yang patuh tepat dalam membayar pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP
6. Menurut Bapak/Ibu, Wajib Pajak boleh melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan tidak akan dikenakkan sanksi yang berlaku

a. Sangat setuju, Wajib Pajak bebas membayar pajak walaupun sudah jatuh tempo pembayaran
b. Setuju, dihapuskan sanksi dalam keterlambatan pembayaran 


pajak
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak menghindarkan diri dari 


pembayaran pajak 
d. Tidak setuju, karena pengenaan sanksi telah diatur dalam KUP 
e. Sangat tidak setuju, karena keterlambatan membayar banyak merupakan tindakan Wajib Pajak yang tidak patuh
7. Menurut Bapak/Ibu, Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri

a. Sangat setuju, karena sistem perpajakan indonesia 


menggunakan self assesment system 

b. Setuju, pembayaran pajak merupakan salah satu pemenuhan 


kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi

c. Kadang-kadang, Wajib Pajak malas dalm membayar pajaknya

d. Tidak setuju, karena dalam membayar pajak tidak ada timbal balik yang positif kepada Wajib Pajak

e. Sangat tidak setuju, karena membayar pajak bukan satu-satunya cara menjadi warga negara yang baik
D. Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Memelihara Pembukuan
8. Menurut Bapak/Ibu, Wajib Pajak dalam penyampaian SPT harus juga disertai dengan bukti-bukti pembukuan

a. Sangat setuju, untuk memperlancar proses dalam penyampaian SPT
b. Setuju, karena dalam penyampaian SPT harus diisi dengan 

Lengkap dan benar 
c. Kadang-kadang, Wajib Pajak melalaikan tugasnya dalam 


penyampaian SPT
d. Tidak setuju, karena tidak perlu bukti-bukti dalam penyampaian SPT 
e. Sangat tidak setuju, karena tidak termasuk dalam persyaratan penyampaian SPT
9. Menurut Bapak/Ibu, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk nantinya dijadikan bukti pemeriksaan pajak
a. Sangat setuju, karena pemeriksaan itu tidak membutuhkan bukti
b. Setuju, karena hal itu jarang terjadi
c. Kadang-kadang, bukti-bukti tersebut telah hilang
d. Tidak setuju, karena itu salah satu kewajiban yang harus 


dijalankan oleh Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, bukti itu bisa dipakai oleh Wajib Pajak atau aparat pajak bila terjadi kesalahpahaman
E. Tidak Memenuhi Kewajiban Menyetorkan Pajak Penghasilan Para Karyawan Yang Dipotong Dan Pajak Lain Yang Telah Dipungut
10. Menurut Bapak/Ibu, Penyetoran pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh bendaharawan, telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Sangat setuju, karena pemotongan pajak penghasilan karyawan merupakan bentuk kewajiban Wajib Pajak
b. Setuju, apabila tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi 
c. Kadang-kadang, terjadinya kesalahan dalam 


pemotongan pajak penghasilan karyawan
d. Tidak setuju, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
e. Sangat tidak setuju, karena dapat dipotong sendiri oleh karyawan tanpa melalui bendaharawan 
11. Menurut Bapak/Ibu, Pajak Penghasilan para karyawan yang telah dipotong tidak dilakukan penyetoran pajak tetapi dijadikan sebagai pemasukan bagi perusahaan
a. Sangat setuju, karena dapat menambah akan laba perusahaan
b. Setuju, karena perusahaan yang memperkerjakan karyawan tersebut
c. Kadang-kadang, ada oknum-oknum tertentu yang melakukannya
d. Tidak setuju, karena melanggar akan KUP yang berlaku
e. Sangat tidak setuju, karena merupakan penyalahgunaan dalam 


pembayaran pajak
12. Menurut Bapak/Ibu, Apakah perlu adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa pajak penghasilan karyawan telah dipotong/dibayarkan

a. Sangat setuju, karena perlu adanya bukti-bukti 

pembukuan agar tidak terjadinya kecurangan dalam 

pemotongan pajak karyawan

b. Setuju, agar dijadikann sebagai bukti pada saat 


pemeriksaan pajak 

c. Kadang-kadang, terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak karyawan

d. Tidak setuju, dalam pemeriksaan tidak perlu menunjukan bukti-bukti tersebut karena merupakan kerahasian perusahaan

e. Sangat tidak setuju, karena tidak perlu adanya catatan-catatan khusus mengenai pemotongan pajak karyawan 

F. Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Taksiran Utang Pajak
13. Menurut Bapak/Ibu, Aparat pajak mempunyai hak untuk mengawasi hal-hal yang dapat menimbulkan utang pajak agar tidak terjadinya kecurangan
a. Sangat setuju, karena utang pajak itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
b. Setuju, Wajib Pajak memang harus mematuhinya
c. Kadang-kadang, tidak yakin adanya pengawasan yang khusus
d. Tidak setuju, karena hal itu jarang terjadi
e. Sangat tidak setuju, karena Wajib Pajak tidak harus memenuhi kewajibannya
14. Menurut Bapak/Ibu, Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak,maka tidak akan dikenakkan sanksi yang berlaku
a. Sangat setuju, Wajib Pajak dalam hal tidak membayar utang pajak, tidak dikenakan sanksi
b. Setuju, karena telah diatur dalam KUP yang berlaku
c. Kadang-kadang,  hal itu jarang terjadi 
d. Tidak setuju, karena dapat dikenakan sanksi
e. Sangat tidak setuju, karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan
G. Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Fiskus Akan Informasi Pihak Ketiga
15. Menurut Bapak/Ibu, Apakah perlu adanya informasi ataupun data Wajib Pajak dari pihak ketiga bagi fiskus agar dapat terkontrol setiap tindakan dari Wajib Pajak
a. Sangat setuju, karena dengan informasi pihak ketigalah 


yang akan memberikan petunjuk bagi fiskus
b. Setuju, karena dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan pajak
c. Kadang-kadang, informasi yang diberikan kurang akurat
d. Tidak setuju, karena sudah menggangu ketentraman Wajib Pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak mempercayai akan setiap tindakan Wajib Pajak
16. Menurut Bapak/Ibu, Dengan tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, maka Wajib Pajak telah melakukan tindakan yang benar

a. Sangat setuju, karena dapat mengetahui tindakan dari Wajib Pajak
b. Setuju, karena merupakan kerahasian Wajib Pajak
c. Kadang-kadang, kurangnya kerjasama yang baik antara fiskus


dan Wajib Pajak
d. Tidak setuju, karena setiap permintaan dari fiskus haruslah dipenuhi
e. Sangat tidak setuju, karena dengan memenuhi permintaan fiskus berarti dapat memperlancar pemeriksaan pajak
H. Pembayaran Dengan Cek Kosong Bagi Negara Yang Dapat Melakukan Pembayaran Pajaknya Dengan Cek
17. Menurut Bapak/Ibu, Pembayaran dengan cek kosong akan mengurangi penerimaan pajak dan menyebabkan kerugian yang besar bagi negara 

a. Sangat setuju, karena dengan membayar menggunakan cek kosong akan mendapatkan hukuman
b. Setuju, karena telah melanggar peraturan perpajakan
c. Kadang-kadang, dapat digunakan untuk mengalihkan pikiran

fiskus dalam hal pembayaran pajak
d. Tidak setuju, karena pendapatan negara bukan hanya dari pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak melanggar dari ketentuan perpajakan
18. Menurut Bapak/Ibu, Pembayaran dengan cek kosong tidak akan mengurangi penerimaan pajak dan tidak dikenakkan sanksi yang berlaku

a. Sangat setuju, karena tidak akan dikenakan sanksi yang berlaku terhadap tindakan tersebut
b. Setuju, karena pengenaan sanksi bukan hanya pada pembayaran


cek yang kosong 
c. Kadang-kadang, kurang adanya pengecekan aparat pajak dalam


transaksi dengan menggunakan cek
d. Tidak setuju, karena tidak diatur dalam KUP
e. Sangat tidak setuju, karena tidak akan dikenakan sanksi 
19. Menurut Bapak/Ibu, Pada saat melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan cek perlu dilakukan pengecekkan kembali agar tidak terjadinya manupulasi/penyelundupan pajak dengan menggunakan cek kosong

a. Sangat setuju, agar tidak terjadinya manupulasi data dalam pembayaran pajak
b. Setuju, agar terhindarnya penyelundupan pajak
c. Kadang-kadang, tidak adanya pengecekan terlebih dahulu dalam pembayaran menggunakan cek
d. Tidak setuju, karena akan memperlambat pembayaran pajak
e. Sangat tidak setuju, karena tidak ada dalam syarat-syarat pembayaran pajak menggunakan cek
20. Menurut Bapak/Ibu, Tidak perlu dilakukan pengecekkan terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek

a. Sangat setuju, karena tidak ada dalam ketentuan perpajakan 
b. Setuju, karena akan memperlambat dalam pembayaran pajak
c. Kadang-kadang, wajib pajak dapat meloloskan diri dari


pengecekan tersebut
d. Tidak setuju, karena akan menghindarkan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan tax evasion
e. Sangat tidak setuju, karena dengan adanya pengecekkan terlebih dahulu maka akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan yang ada
I. Melakukan Penyuapan Terhadap Aparat Perpajakan Dan Atau Tindakan Intimidasi Lainnya
21. Menurut Bapak/Ibu, Tindakan penyuapan terhadap aparat perpajakan, merupakan tindakan pelanggaran hukum karna telah mencemarkan lembaga/institusi tersebut

a. Sangat setuju, karena tindakan tersebut dapat mencemarkan nama baik aparat pajak
b. Setuju, karena merupakan tindakan pelanggaran hukum
c. Kadang-kadang, masih adanya kerjasama antara Wajib Pajak 


dan aparat pajak dalam menutupi kecurangan Wajib Pajak
d. Tidak setuju, karena tidak diatur dalam undang-undang perpajakan
e. Sangat tidak setuju, karena tidak melanggar dan mencemarkan nama baik aparat perpajakan
22. Menurut Bapak/Ibu, Penyuapan terhadap aparat perpajakan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum yang ada

a. Sangat setuju, karena merupakan tindakan yang melanggar hukum yang ada
b. Setuju, karena diatur dalam undang-undang perpajakan 
c. Kadang-kadang, kurangnya pengawasan terhadap tindakan 


tersebut
d. Tidak setuju, karena masih banyak wajib pajak yang melakukan hal tersebut
e. Sangat tidak setuju, karena tidak melanggar hukum yang ada

